
: a bahwa sehubungan dengan perllembangan yang lidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pengeseran
antar Unit Kerja, antara kegialan dan atar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus dl9unakan
untuk pembiayaan dalam lahun anggaran berjalan pet1u dilakukan
perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kola Palembang
Tahun 2008 yang sebelumnya lelah diatur dengan Peraturan Daerah Kota
PalembangNomor 3 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarllan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Anggaran
Pendapalan dan Belan)aDaerahKola PalembangTahunAnggaran 2008.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja dl SumateraSelatan (LembaranNegara RI Tahun
1959 Nomor 73, TambahanLembaranNegaraRI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenlang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Nagara RI Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 12 Tahun 1994 (LembaranNegara RI Tahun 1994
Nomor62, TambahanLembaranNegaraRI Nomor3569) :

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagalmana telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan LembaranNegara RI Nomor4048) ,

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan LembaranNegaraRI Nomor 3688) ;

5. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara
Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2000 tenlang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206. Tambahan
LembaranNegaraNornor3952) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara
(LembaranNagara RITahun 2003 Nomor47, Tambahan LembaranNegara
RI Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang PerbendaharaanNegara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara
RI Nomor4355) ;

9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembenlukan
PeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
53, TambahanLembaranNegaraRI Nomor 4389),

10. Undang-UndangNornor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor66, Tambahan lembaran Negara RI Nomor44(0) :
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kaJi dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI
Tahun2004 Nomor 126,Tambahan LembaranNegara RI Nomor4438);

13. Peraturan Pemerintah Nemer 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan DAerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4090) ;

14. Peraturan Pemerintah Nemor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
NegaraNomor4138):

15. Peraturan Pemerintah Nemor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran
NegaraRI Nomor4139) :

16. Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nemor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan PemerintahNemer 21 Tahun 2007.(LembaranNagsra RI Tahun
2007 Nomor47, TambahanLembaranNegaraRI Nemor4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomer 136, Tambahan Lembaran
NegaraRI Nomer4574):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
NegaraRI Nomor4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2005 tentang Sis!em Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nemor 138,
Tambahan LembaranNegaraRI Nomer4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomer 140,
Tambahan LembaranNegaraRI Nemer4578):

21. Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran Negara RI
Nemer 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaperan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara RI Tahun 2005 Nomer 140,
TambahanLembaranNegara RI Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
PemerintahanDaerah KabupatenlKeta (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nemor 82, Tambahan lembaran NegaraRI Nomer4737):

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuanganDaerah;

25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nemor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelelaan KeuanganDaerah (Lembaran Daarah Kota PalembangTahun
2002 Nomer 5);

26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomer 1)sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanDaerah
Kota Palembang Nemor7 Tahun 2006 (LembaranDaerahKeta Palembang
Tahun 2005 Nomor7);

.,



Pasal2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 1. tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkandan PeraturanDaerah inl. terdin dan:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

2. Lampiran " Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD;

b. Pengeluaran
1) Semula Rp.12.590.336.000
2) Bertambah Rp.

Jumlah Pengeluaransetelahperubahan RD.12.590.336.000

Jumlah Pembiayaanneto setelah
perubahan RD.121.572.067.747.41

2. Belanja
a. Semula Rp.1.280.314.175.391,04
b. Bertambah RD. 51.125.116.888.76

Jumlah8elanja setelahperubahan RD.1.331.439.292.279.80

Deti.lt setelahperubahan Rp. (121.572.067.747,41)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan

1) Semula Rp.100.121.094.313
2) Bertambah RD, 34.041.309.434.41

Jumlah Penerimaansetelah perubahan Rp.134.162.403.747,41

v

Rp. 1.209.867.224.532.39

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula
berjumlahRp. 1.280.314.175.391,04bertambahsejumlah Rp. 51.125.116.688,76
sehinggamenjadi Rp. 1.331.439.292.279,80dengan rineiansebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp.1.192.783.417.078,04
b. Bertambah RD. 17.083.807.454.35
Jumlah Pendapatansetelahperubahan

Pasal1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2008.

DEWANPERWAKllAN RAKYATDAERAHKOTAPALEMBANG
dan

WAUKOTA PALEMBANG

Dengan Persetujuan Bersama
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27. PeraturanDaerahKota PalembangNomor 3 Tahun 2008 tentangAnggaran

Pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran 2008 (LembaranDaerah
Kota PalembangTahun 2008 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pernerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor6).
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W LI T PALEMBANG,

Drtetapkan di Paiembang
pada tanggal Y Nopember 2008

Otund·ook.n dl ,.Iemb."g 8
pod. ,onoo" I.{ - 1/ ~ 200

SEKRETAniS DllenAH
KOTA PALEMIANG

Peraturan Daerah ini mulai ber1akupads tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah uu, dengan penempatannya dalam Lembamn Daemh Kota
Palembang.

Pasal4

Sebagai landasan operasional pelaksanssn, Walikota Palembang menetapkan
Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapstan dsn Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008,

Pasal3
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Rlncian Perubahan Anggaran Pendapstan dan Belanls Daerah
menurut Urusan Pemenntshan, Unit OrganlsaSi SKPD,
Program dan Kegistan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja rnenurut Urusan
Pemerintahan, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ,
Rekspitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Dattar Perubahan Jumlah Pegswsi Per Golongan dan Per
Jabatan;
Laporan Keusngsn Pemerintah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diaselesaikan dan dianggarkan kembah dalam tahun
anggaran In' , dan
Dattar Plnlaman Daerah dan Obligasi Daemh,9 Lampiran IX

8. Lampiran VIII

7. Lampirsn VII

6. Lampiran VI

5. Lampiran V

4. lampiran IV

3. lampirsn III

'.."




